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ABSTRAK

Dalam atrikel ini penulis membahas tentang peneriman peserta didik baru sistem
zonasi ditinjau dari pasal 9 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak, disini penulis menganalis bahwa masih ada permasalah dalam
penerapan perimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi dimana
sistem zonasi di nilai melanggar undang-undang perlindungan anak dalam pasal 9
ayat (1) yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribandinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan
minat dan bakatnya. Setiap memasuki tahun ajaran baru, kebijakan zonasi dalam
penerimaan peserta didik baru masih menuai polemik di kalang murid dan
masyarakat. Tulisan ini menganalisis permasalahan dan upaya perbaikan sistem
zonasi penerimaan peserta didik baru, beberapa permasalahan sistem zonasi
penerimaan peseta didik baru meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan
pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman
pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi penerimaan peserta didik baru,
serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Upaya
perbaikan dimulai dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana, prasarana,
dan sumber daya pendidikan. Sosialisasi kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan.
Edukasi tentang tujuan jangka panjang zonasi perlu dilakukan di kalangan orang
tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan
nonunggulan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan sekolah perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan
berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan penerpan
sistem zonasi dengan hak-hak anak dalam pemenuhan pendidikan dan Komisi X
DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan
pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka
mencapai tujuan zonasi.

Kata kunci; pendidikan, zonasi, hak anak



ABSTRACK

In this atrikel the author discusses the acceptance of new students from the
zoning system in terms of article 9 paragraph (1) of Law No.35 of 2014
concerning child protection, here the authors analyze that there are still problems
in the application of new students acceptance using the zoning system in which
the zoning system is considered violates the child protection law in article 9
paragraph (1) which states that every child has the right to education and
teaching in the context of personal development and the level of intelligence
according to his interests and talents. Every time they enter a new school year,
the zoning policy in accepting new students still reaps polemics among students
and the public. This paper analyzes problems and efforts to improve the zoning
system for new student admissions, several problems for the zoning system for
new student acceptance include the lack of socialization, the lack of readiness of
the local government in determining school zones, the diversity of local
government and community understanding about the zoning of new studentad
missions, and the of the dichotomy between superior and non-superior schools.
The improvement effor starts with equitable development of facilities,
infrastructure and educational resources. Zoning policy socialization also needs
to be improved. Education about the long-term goals of zoning needs to be done
among parents of students to eliminate the perception of superior and non-
superior schools. In addition, coordination between the central government,
regional governments and schools needs to be strengthened so that
educationpoliciesaremade in harmony and sustainability. In this case, the
government must consider the implementation of the zoning system with
children's rights in the fulfillment of education and the House of Representatives
Commission X needs to encourage the government to accelerate equitable
development of facilities, infrastructure and educational resources in order to
achieve the goals of zoning.

Keywords: education, zoning, children’s rights.
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